Merimbang

DENGAN RAK

NOMOR : |1 TAHUN 2012

TENTANG o
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA SURAKARTA,

(1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana f @t&i&i%ﬁ .-_'.'ét:saismm kali

diubah terakhir dengan Undang — Undang '-_fi“‘*«f%%;:;ﬁ?%ﬁ%? 12 Tahun >
2008 tentang Perubshan Kedus -Atas t&m:%ﬁmg ~ Undang o

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada

Dewan  Perwakilan  Rakyat | Daerah  (DPRDY  untuk

memperoleh persetusjuan bersama;




i, i,
s

Mengingat

1.

bahwa Raencangan Peraturan Deerah tentang Anggaran
Pendapatan Jdan Belanja Daerah -(‘&iﬁiﬁ?ﬁ&?ﬁ} yarg diajukan
sebagaimana  dimaksud  dalam  huref 8, merupakan
perwujudan darl Rencana éi&;rja? %mﬁﬁﬁmﬁ Daerah Tahun
2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD

Prioritas  dan  Plafon  Anggeran Sementara  vang  telah
disepakati bersama antara Pemerintah  Daerah  dengan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Nopember 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans - dimaksud
pada huruf & dan huruf b, ma&%@% | perly  menetaphon
Peraturan  Daerah  Kota  Surakarta tentang  Anggaeran
Pendapatan dan Belanja Deerah Kots Surakarta Tahun
Anggaran 2013, |

Undang — Undang Nomor 16 T&%‘Mﬁ 1950 tentang
Pembentukan  Daerah - i?&wmm Kota Besar dalam
Lingkungan Propinst Jawa Timur, ﬁéswa Tﬁng&ﬁ Jawa Barat
dan Deerah Istimews Yogvakarta {ﬁﬁﬁm &@@&m Rapublik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang ~ Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
{Lembaran Negara Republil %&“&@5{}%@&%}:?&%&@{% 1965 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah -ﬁ%ﬁﬁgﬁﬁ Undang - Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang ?&m%@%@am Atas Undang —
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tenteng {f;‘ukas {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tohun 2007 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47553;




Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara Yang Bersth dan Bebas dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenfang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran :- ?@é@ﬁ?& Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43585,

Undang ~ Undang Nomwor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Reuangan
Negara {Lembaran Negara &ﬁ-@@?ﬁﬁk u. Tahun 2004
MNomor 66, Tambahan Lembaran %@gm Republik Indonesia
Nomor 4400

Undang ~ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionsl (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421%

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaban  Daerah  (Lembaran  Negara Rﬁ;ﬁé&i}&%‘%@;
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhlr dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubshan Kedus Alas
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16

14,

13.

Undang ~ Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
‘Pemerintahan  Daerah  (Lembevan  Negss  Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republiik Indonesia Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan  Keuangan  Antara '?‘@mﬁﬁintﬁ% Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran " ﬁ&gﬁm Republik
Indonesla Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

tentang

Undang - Undang Nomor 27 “?gﬁ-%ﬁﬁﬁ% _Ei‘}{}?ﬁf -%&;‘ﬁmﬁg Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2009
MNormor 123, Tambahan L&mﬁi&a{éﬁ' %&@g&m'- Republik
Indonesia Nomor 5043); :

Undang ~ Undang Nomor 28 T‘ﬁ-&ﬁ%’% : 2@@@ tentang Pajak
Baerah dan Retribust Daeraby {Lﬁf?ﬁ%i}é&?&%:--?‘éﬁgﬁm " _?iﬁf?ﬁ%ﬁ@%ﬁ%ﬁ
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); |

Undang -~ Undang Nomor 12 --"'“i“*&é%mn 0t tentang
Fembentukan Peraturan ?ﬁ?&iﬁﬁé&ﬁ@%ﬁ@%ﬁ@@ﬁ {Lambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor B2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2340

Peraturan Pemerintah  Nomor i _.?a%mﬁ Z000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepals Daerah dan Wakil Kepata
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

MNomor 210, Tembshan  Lembaran  Negars  Republik

Indonesia Nomor 4028);




15.

16.

17.

18,

Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan
Pomerintahan Daersh  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4080);

Peraturan Pererintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (Lembaran Negars
Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 90, Vambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia ‘Nomor 416}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun _.;?%;iéé‘}? tentany
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan ?m%:@kﬁé%&? dan %‘:&as&ﬁggsm
Fimpinan dan Anggota Dewan ?é?@a’k?i&}ﬁ R&kyséé Daerah
{(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaonesia Nomor
4712

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 48,
Tambahan Lembaran Negara &@gﬁmik”imﬁmﬁﬁm Nomaor
4502,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tertang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambshan Lembaran Negars Republik

Indonesia Nomor 4575

Peraturan  Pernerintab Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Keuangan Deersh {Lembaran Negars




19.

20,

21,

42.

3.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah d@ﬁ-ﬁ{@éw Peraturany Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerab (Lembaran Negara " i@%&m&%‘ék‘ Indonesia

Tahun 2010 Nomor 110, Tambaban Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5155

Peraturan Pemerintah Nomor 57 "‘i?éﬁii‘igéﬁ' 3@@% t& tang Hibeh
Kepada Daerah (Lembaran N@gm’zﬁ . E?;éﬁirmiﬁiﬁé : Eﬁﬁ&ﬁ@ﬁ%&%
Tahun 2005 Nomor 139, ?&mﬁ&h@% ‘Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 ”‘%‘”&E’%L%?g 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daergh g_mmm :?e?ég;m Republik
Indonesta Tahun 2005 Nomor 140, '.'?ém&.é%'éﬁ%ﬁ-?% Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan p@mmg:s;m gﬁam&i@r Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indoniesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negars Republik
indonesia Nomor 4585); o

Peraturan Pemerintah Nomor 79 ‘}”;é%}im 2005 tentang
Fedoman Pembinaan dan %ﬁgﬁiﬁéa}%ﬁ' Penyalenggaraan
Pemerintahan  Daerah (L&m&s@rﬁ&;i _,%‘%égwa' Repubiik
Indonesia Tahun 2008 Nomor ii&&: %mmﬁxﬁ Lembaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor %5&9?:%}; |

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tabun i tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerda  Instanst  Pemerintah
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24,

25,

26,

27,

28,

29.

{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 b
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 39 T&huﬁ 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negars [/ Deerah {lenba g
Republik Indonesla Tahun 2007 Nomor 83, Tﬁmt&amm
Lembaran Negara Republik Indonesia ?@ﬁxzﬁw 4738Y

Peraturan Pemerintah  Nomor 48 “‘?"a&mm 2&3 8 tentang
Pendangan  Pendidikan {Eﬁmmmn «.:; " Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 91, T mmmm Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturant Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan Keduabelas Alas %fﬁmmﬁ"% %@m&ﬁmﬁh Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan {%a;ga ?@g@%ﬁé Negeri Sipi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
31);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 “‘%’“a?‘mn 3%3:3;&“} tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan mmz‘&%ﬁ Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)%

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun ___;%iﬁ’ﬁ{% tentang
Standar Akuntansi  Pemerintaban '{L&mmrm Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 -&ﬁmﬁr 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pirgaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




30.

31.

3.

33

4.

Daerah Kota Surakarta Tahun 21

Tahun 2011 Nomor 59, ?amzhaéh%ﬁ- Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Poraturan Presiden Nomor 1 "?@?“siﬁ'ﬁ" 2007 tentang
Fengesshan, ?&ﬁgﬁﬁﬁ&ﬁgﬁﬁ dﬁ?ﬁ @ﬁﬁy@%}w uasan Peraturan
Perundang — undangarn; | .

Peraturan  Presiden  Nomor §£% “‘%“‘éﬁhgjm 2010 tentang
Pengadaan Barang / Josa ?ﬁmnmh e Zﬁ%i’?‘iiﬁi’%’éﬁ telah

diubah dengan Peraturar ?&Wﬁmh mr ?éﬁ ’?‘&%“m;‘% e

54 Tahun 2010 tentang ?ﬁﬁg&&‘ﬁﬁ&?_& -ﬁﬁamﬁg j Jasa

Pamerintaly,

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1@ Tahun 2001
tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);

Peraturan Daerah Koty Surakarts 9 Tahun 2004
tentang Redudukan Protokoler dan Kﬁ%&ﬁ@%&?‘é ?’;mgsmﬁ
Anggota Dewan  Perwakilan i%%ky&t ‘Daerah {iﬁmiﬁamn
Diaerah Kota Surakarta Tahun 2004 E‘éﬁmi‘“ z&; mi&&g&m&%
telah diubah dengan Peraturan Daerah ..

Nomor 4 Tahun 2006 tentang ?ﬁm&é&éﬁ Atas Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan %ﬁimg}m&%@’% dany Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Serl D Nomor 2 );

CRAN

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008
Ctentang  Penyelenggarsan i}'wmﬁ _?@@é&r“‘émfs@mﬁ Yang
- Menjadi  Kewenangan ?@m&ﬁﬁmﬁé& ‘Daerah {Lembaran
o 4%




35,
- tentang Organisasi dan Tata Kerla Perang
Surakarta (Lembaran Daersh Kota Surakarta Tahun 2008
Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

36,

37.
38.

39,

41.
. Bumi dan Bangunan (PBB) _"_??&é%ﬁﬁ&&&%&ﬁ dan - Perkotaan
~ {Lembaran Daerah Kots Surakarta Tahun 2011 Now

Peraturan Duerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008

Daarah Kot

&a&mﬁ Kota Surakarta Nam@r”i%_{"?%é%ﬂ 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta N

lomor &

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja %mag&a@
Daerah Kota Surakarta (Lembaran

Daerah Kota Surakarta
Tahun 2011 Nomor 14); o

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan 3&%‘@&% _-_-"_?ﬁﬁjﬁf%g Daerah
{RPIPD} Kota Surakarta Tahun ;_gs@g&zg {Lembaran
Daerah Kota Surakarta ‘Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010
~tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daersh

{Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor I3

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomar 13 %ﬁ&hm 2010
tentang Bea Perclehan Hak Atas Farah .;!.;:;. ‘Bargunan
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 13);

Peraturan Daersh Kota Surakarta Nomior 4 Tehun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran %‘Z&a&zr&ﬁ_ Kota Surskarta
Tahun 2011 Nomor 3); ' -

Peraturan Daersh Kota Surakarta Nomor '_'__f?_._.f.";fi&iiﬁ%;m 2011

- tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daérah %i%ﬁ%iﬁ Surakarta

Tahun 2011 Nomor 7);

peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 i".ié.ﬁi:aéﬁ%g Pajak




Menetapkan

DEWAN PERWAKILAN ?«i&?ﬁ‘e‘*&? DAERAH KOTA ﬁ@?&&%ﬁﬁ?&

dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN -

PERATURAN DAPRAM KOTA SURAKARTA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN &%&iﬁ%@ﬁﬁ&% 2013.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2013 sebagal berikut ¢ o |
L. Pendapatan Rp.  1.376.303.271.000,00
2. Belanja Rp. '

Defisit Rp. (3&%@?&%&@@;@@}

3. Pemblayaan Daerah
B, Penerimaan Rp. 55.912.297.000,00
b, Pengeluaran Rp. 79.545,2011.000,00

Pembiayaan Netto Rp,  26.367.096.600,00

Sisa Lebih Pemblayaan
Anggaran Tahur Berkenaan




o Pasal 2 _ S
{:i) Pﬁ?’%ﬁiﬁ@ﬁt&n Daerah g@ﬁ@gﬁzm@nﬁ dim&kﬁud ﬁﬁﬁam ?ﬁ&fsé 1
o _-__-_-%%fﬁ?%{iam o R
E 3-_:.:;,%-;_. Pencapatan Asli Daerah Rg%; ;%é:?;?%{}g?i}{‘}%}gi%{}
b, DanaPerimbangan  Rp.  722.287.153.000,00
& Lainlain pendapatan
| Daerah yang sah %%.g:z f '__'ﬁi%?ii'i_%."'ig@}fﬁﬁi.;'élii);{}x}i} |

@ _Pendapatan Asli Daerah ﬁ@i&&@ﬁimﬁ&% ém&kﬁmﬁ
o 'm huraf a terdiri dari jenis g}@nﬁag}&ﬁit'_ﬁ* L

© & Pajak Daerah E@;ﬁgfs;- 1&@ §1§ §5€§ 00, 00

b, Retribusi Daerah Rp.  58.271.792.000,00

ot Hasll Pengelolaan K&%ﬁaﬁmﬁ : | B ) |

" DaerahygDipisahkan  Rp. . 5.205.116.000,00

© g Lain lain pendapatan asi
| caerah yg sab

- __::;%@;@'};3;%@%};&5@@;@{;

" {3) Dana Perimbangan sebagaiman pada ayat (1)
 huruf b terdiri dari jenis ;ﬁ@ﬁtﬁﬁ;}amn o
“. a. Dana Bagi Hasil Pajak /

C Bagi Hasll Bukan Pajak  Rp.
b, Dana Alokast Umum %%gsg - 47,

¢ Dana Alokas! Khusus Rp. 37 14,7

- {@%} -_mm ~ lain Pendapatan %‘Zﬁ?@@:mh y&ﬁg &:@%‘% ﬁﬁ" g2 _
B o ﬁ miﬁﬁﬁﬁ% pada ayat (1) hurof < ‘?Eﬁ??ﬁ%ﬁ {ﬁaw j&ﬁ?ﬁ -
'__..'-'gaanﬁa?:am T -
a ?&ﬁdﬁ@&t&n Hibah Rii::é; ?‘sﬁijﬁ'ﬁ@ﬁ,‘ﬁg}@g}{;_
b, DenaBagiHasiPaak - -
7 dari propinsi Rp.  100.072.939.000,00

"¢ DenaPenyesualandan |
" Otonomi Khusus

Rp.  263.283.887.000,00
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(1)

{4}

(3)

d.

Daerah lainnya Rp, - 20.753.495.000,00

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaks
dari : SRR
& Belanjs Tidak Langsung  Rp. _'383@%;%@5?;%%@?;2{3{%@{?
b, Belania Langsung Rp, _-_iﬁiS?%?ﬁ?‘iZt;‘?%&gi?ﬁ

ud dalam Pasal 1 terdirl

Belanja Tidak Langsung %E‘Bﬁgaimﬁﬁiﬁ"ﬁ@%k&iﬁ pada ayat
(1% hurut & terdinl dav! jerds belanja: -
a. Belanla Pegawal Rp, 3?‘:&.@;-3.?3;};?’3;;{531_
Belanja Bunga Rp. - 3.724.526,000,00
Belanja Hibah Rp.  108.369.356.200,00
Belanja Bantuan Sosial  Rp. 1.040,000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsl/Kabupaten/
Kota/Pemerintahan Desa

dar Partal Politik Rp. - §90.516.000,00
f.  Belanda Tidek Terduga  Rp. 2.000.000.000,00

=S T

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf b berdind dar Jenis belanja ¢ |

a.  Belanja Pegawal Rp. -~ g@gg{gg 103,00
b, Belanja Barang dan Jasa Rp. 247 564.099.4 3,00
c. Belanja Modal Rp.  264.918.134.000,00

1




Pasal 4 =
m _Pembiaysan Daerah sebagaimana ﬁim&kﬁiﬁﬁ dalam Pasal 1
- teddiel dar o
& Penerimaan Rp. 5&.@%}2@@%@@,
- b Pangaluaran ﬁgg ;}“?;_%»5@%&2@&%}&%@

{2y p&ﬁ%&ﬁmmﬂ sebagaimana aysgt (:,%,} humf E& i&?ﬁir aﬁ&ﬁ jends
pemiblayaarn '
& SILPA tahun anggaran IR
sebelumnya Rp.  51:412.297.600,00
b. Penerimaan Pinjaman o
Daerah Rp. 0,00
¢. Penerimaan kembali pemberian
pinfaman / dana bergulir Rp. . 500.000.000,00
d. Penerimaan darl | -
Pihak Ketiga Rp.  4.000.000.000,00
e, Penetimasn / Penarlian
Deposito Kp, 1,00

{3) %ﬁgmm&ﬁ %@&gmmnﬁ dimaksud gm&‘:%& avat (1) hurgf b
is pemblayaan ¢ B
a. Penyertsan Modal (_ Investast y |
Pemerintah Daerah By, '-':;i;&'ﬁ;:%&%gﬁ%}i?;{}{%
b.  Pembayaran pokok utang Rp. 14.407.201.000,00
¢ Pemberian pinjaman o
daerah Rp. . - 1000
d.  Pengembalian dar .
Fihak Ketiga Rp. - -4,000.000.000,00
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_.'ﬁ_x@m Surakarta dapat melakukan pen

Sfarangnya memenuhi kriteria

(3)

Pasal &

-Dalam rangka mengantisipasi -@éﬁ@gﬂﬁﬁﬁ .'-%@ﬁ*ﬁﬁ@' ﬁé@m? at

termasuk belanda untuk k&p@rim&n _m&
' mm& y&%@ belum |
edia anggarannya, yang %iﬁﬁgﬁiﬁ?ﬁ i‘%%éﬁ&.@ fkan dala

 Perubahan APBD dan atau ﬁég@mm kan dalam laporan
" realisasi anggaran,

X &Emkmﬁ ézym: {1}
a4 Bukan merupakan kegiatan m:sfmss%i ﬁaﬁ"ﬁkﬁt' ivitas
Pemerintah  Daerah  dan  tidak zﬁ&gﬁ&t diprediksi
sebetumnya;
b,  Tidak diharapkan terjadi secara bieril &n@# B
Berada diluar kendall dan ;}@ﬁg&im% Pernerintah
Daerah; _
¢, Memilik dampak yang ﬁgmﬁ%@&ﬁ AN
dalam rangka pemulthan vang . pleh

keadaan darurat,

Bedanja untuk keperfuan mendesak

avat (1) mencakup » _

a.  Program dan kegistan miayamﬁ dasar maﬁyaraka%'
vang  anggarannya  belum _.t&;m&é& dalam  tahun "
anggaran berialamy -

) %3» Kﬁ?ﬁ@ﬁ%ﬁ ,‘ gﬁ&"%ﬁ o

akan  menimbulian %ﬁ&rﬁgiaﬁ "’y&ﬁg'-iﬁéﬁ& iﬁé‘ﬁm kg
Pemarintah Daerah dan maﬁy&mkﬁ% |

rogram dan keglatan Dana Alokasi %i;mﬁmg kebijakan
darl Pemerintah Pusat aﬁm& '__ﬁtéﬁm keuangan dart
propingt yang ﬁammy& ﬁ%%:@ﬁma setelah %ﬁgg&ﬁ“&ﬁ:

Pendapatan dan Belanja ditetap
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maka sambil menunggu gﬁ@f&}i@@h&m
 tentang  Anggaran  Penda

Belarda  Daerah,

p@t@n s:ﬁ@s”s
Pemerintah Kota Surakarta melak nﬁmm program  dan

'._Ei@ggamr‘a dimaksud  dengan t@ﬁ&i@sé‘? i@ﬁhw melakukan
- perubahan  Peraturan Wﬁ?ik@w %&ﬁmng ?&n}&ﬁw&m
Angoaran  Pendapatan dan - ﬁr&é%ﬁj&&? Dabrah - dengan
mmtzzﬁm Pimpinan Dewan i’?@m&%ﬁ é’ﬁi’“& S%é&%ﬁyai: Daerah,

Perubaban @sﬁ%}@&?ﬁﬁ ?@m@amﬁ ﬁs&n &iﬁﬁa Dagrat
ditetapkan, maka Pemerintah ﬁmm Syrakarta
menyampaikannya  dalam  Laporan R@;ﬁ% sasi  Anggaran
(LRA).

Pasal

Uralan lebih lanjut Anggaeran Pendapatarn §§§§-§“§ Belanje Daerah
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